
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH SIDENRENG RAPPANG 

NOMOR 5 TAHUN 2024 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
TAHUN 2025-2045 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 
 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional  dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045;  
 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

   2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang  Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 
   3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 
 
 

 
 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

SALINAN 



Nomor 6856); 

 
 

 
   6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 

2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); 
   7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2024 Nomor 7); 

 
  

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG 

 

dan 
 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. 
 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang 
selanjutnya disingkat RPJPD tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan 

Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selajutnya disingkat 

RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang 
selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang 

merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah 
nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan 



ruang wilayah. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat 
RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 

(lima) tahun. 
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan pembangunan Daerah. 

13. Misi adalah rumusan umum mengenai mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

14. Arah kebijakan RPJPD adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang 
dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok 
dalam rangka mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045. 

15. Sasaran pokok RPJPD adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam 
pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 

2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator 
yang bersifat progresif. 

16. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya 
disingkat Bapperida adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. 

17. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

18. Aparat pengawasan intern pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah 
instansi pemerintah yang memliki tugas pokok dan fungsi melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 
                               

Pasal 2 

(1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok 

pembangunan jangka panjang Daerah. 
(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada 

RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. 

 
Pasal 3 

(1) Sistematika RPJPD memuat: 

a. Bab  I PENDAHULUAN; 

b. Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

c. Bab III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; 

d. Bab IV VISI DAN MISI DAERAH; 

e. Bab V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK; dan 

f. BAB VI PENUTUP. 

(2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 4 
(1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah 
kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam 
penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, 
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan 

Daerah. 



 

 Pasal 6 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng 

Rappang. 
 

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng 
pada tanggal 8 November 2024 

  Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

 
 

 ttd 
 

 
BASRA 

 

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 8 November 2024 

         Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, 

 
 ttd 
 

 
         ANDI BAHARI PARAWANSA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 

5 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI 
SULAWESI SELATAN: B.HK.05.107.24 

Salinan sesuai dengan aslinya 
       Sekretariat Daerah Kabupaten 

           Kepala Bagian Hukum  
 

 
 

 
         A  KAIMAL,SH 

 
 

 

 

 
 

 
Pasal 5 

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD melalui 

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah. 
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 


